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Membangun Peradaban 
Islam dari Kota

Kota bukan sekadar kumpulan bangunan dan jalan, 
melainkan ekosistem sosial, ekonomi, dan budaya yang 
kompleks. Ia adalah ruang di mana nilai-nilai agama, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan ekonomi saling berinter-
aksi. Dalam Islam, kota memiliki peran penting sebagai 
pusat penyebaran dakwah, pendidikan, dan perdagangan. 
Bahkan, Rasulullah sendiri membangun masyarakat Islam 
pertama di Madinah, yang menjadi model ideal sebuah 
negara-kota yang beradab dan berkeadilan.

Kota sebagai Pusat Transformasi Sosial
Sejak awal, Islam memandang kota sebagai pusat 

perubahan sosial. Makkah dan Madinah, misalnya, bukan 
hanya tempat suci, tetapi juga pusat perdagangan dan 
budaya. Makkah, sebelum datangnya Islam, adalah pusat 
komersial penting di jazirah Arab, sementara Madinah 
menjadi simbol komunitas Islam pertama yang berfungsi 
sebagai negara-kota dengan hukum yang jelas dan sistem 
sosial yang adil.

Ketika Rasulullah  hijrah ke Madinah, beliau tidak 
hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga membangun 
struktur sosial dan politik yang revolusioner. Piagam 
Madinah, sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, 
menunjukkan bagaimana kota dapat menjadi model 
masyarakat beradab yang menjunjung tinggi keadilan, 
toleransi, dan kesejahteraan bersama.

Pelajaran dari Sejarah Kota-Kota Islam
Dalam sejarah peradaban Islam, banyak kota menjadi 

pusat kemajuan dan inovasi. Baghdad pada masa Ab-
basiyah adalah contoh terbaik. Dengan Baitul Hikmah 
sebagai pusat pembelajaran, Baghdad menjadi tempat 
berkumpulnya ilmuwan, filosof, dan sarjana dari berbagai 
latar belakang. Kemajuan dalam matematika, kedokteran, 
astronomi, dan filsafat berkembang pesat di sini.

Demikian pula, Kordoba di Spanyol pada masa 
Kekhalifahan Umayyah menjadi pusat kebudayaan dan 
pengetahuan di Eropa. Perpustakaan Kordoba terkenal 
memiliki ribuan manuskrip dalam berbagai bahasa, 
menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam 
membangun peradaban.

Membangun Kota Islami di Era Digital
Di era digital ini, tantangan membangun kota Islami 

menjadi semakin kompleks. Urbanisasi, ketimpangan 
sosial, kemiskinan, dan degradasi lingkungan menjadi isu 
utama. Namun, kota tetap memiliki potensi besar sebagai 
pusat kebangkitan peradaban jika dikelola dengan prinsip-
prinsip Islam.

Pertama, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan 
nilai-nilai Islam dalam tata kelola kota, termasuk prinsip 
keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahter-
aan ekonomi. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan 
ekonomi yang berbasis syariah, pembangunan infrastruk-
tur yang ramah lingkungan, dan pengelolaan kota yang 
transparan.

Kedua, penting untuk menjadikan kota sebagai pusat 
pendidikan dan inovasi. Kota harus menjadi tempat di 
mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seir-
ing dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam.

Ketiga, membangun solidaritas sosial dalam kehidupan 
perkotaan. Dalam Islam, kota bukan hanya tempat tinggal, 
tetapi juga komunitas yang saling peduli dan berbagi. 
Ini bisa diwujudkan melalui program-program sosial, 
pelayanan publik yang adil, dan ekonomi berbasis gotong 
royong.

Kesimpulan: Kembali ke Spirit Peradaban Islam
Membangun peradaban Islam dari kota bukan hanya 

soal pembangunan fisik, tetapi juga penguatan nilai-nilai 
agama, ilmu pengetahuan, dan solidaritas sosial. Dengan 
meneladani sejarah kota-kota Islam masa lalu dan me-
manfaatkan teknologi modern, umat Islam bisa mencip-
takan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi 
juga beradab secara spiritual.

Pada akhirnya, kota harus menjadi simbol kebangkitan 
peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh 
alam (rahmatan lil ‘alamin), sebagaimana yang dicontoh-
kan oleh Rasulullah  dan generasi terbaik umat Islam.

membutuhkan keberpihakan yang nyata dalam 
perjuangan mereka.

Ia menekankan RI akan senantiasa member-
samai Palestina dalam memperjuangkan ke-
merdekaannya.

Ia menegaskan takkan pernah berhenti membela 
hak rakyat Palestina untuk merdeka.

Prabowo pun mengajak seluruh anggota OKI 
untuk membersamai Palestina dalam memperjuang-
kan kemerdekaannya.

"Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita 
dunia islam, negara-negara islam yang mewakili 

1/4 umat manusia bisa bersatu," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menga-

takan bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi bagi 
dunia yang semakin dicabik konflik dan polarisasi.

"Siang ini sebelum saya tiba di forum majelis 
terhormat ini saya sempat berbincang dengan sa-
habat saya Sultan Brunei (Hassanal Bolkiah). Kami 
bersepakat bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi 
bagi dunia, kita bisa dan harus hadirkan perdama-
ian dunia," ujar Prabowo.

"Karena itu saudara-saudara, ajaran Islam adalah 
ajaran perdamaian. Esensi ajaran Islam adalah cinta 
kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan 
yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia 
yang kehilangan arah," ia kembali melanjutkan 

pidatonya.
Meski demikian, Prabowo kembali mengin-

gatkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin 
perdamaian.

"[Pihak-pihak] yang melihat kalau kita lemah, 
kita bisa dijajah kembali, disuruh-suruh sebagai 
bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung," ujar 
Prabowo.

Untuk itu, ia menyerukan persatuan Islam dan 
membangkitkan kembali semangat tokoh besar 
untuk membuktikan bahwa Islam hadir sebagai 
rahmat bagi semesta alam.

"Saudara-saudara, marilah kita rapatkan barisan, 
atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan 
dalam persatuan," kata Prabowo.(cnni/js)

Parliamentary Union of the OIC (OKI) Mem-
ber States (PUIC) ke-19 di kompleks parlemen, 
Rabu (14/5). Selain dihadiri para ketua parlemen 
negara anggota, turut hadir Presiden Prabowo 
Subianto.

"Kita harus menolak gagasan merelokasi 
rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah 
milik rakyat Palestina," kata Puan dalam pernyat-
aannya.

Puan mengungkap keprihatinannya sebab 
acara tersebut berlangsung di tengah situasi Gaza 
yang menyedihkan dan menyentuh nilai kemanu-
siaan.

Dia bilang banyak masyarakat sipil yang men-
jadi korban, anak-anak dan perempuan kelaparan, 
hingga rumah sakit dan sekolah hancur akibat 
perang.

"Kita harus dapat membantu dengan berbagai 
cara dan pengaruh yang kita miliki, untuk dapat 
mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan 
di Gaza," katanya.

Puan menilai bahwa Gaza harus dibangun 
kembali. Bukan hanya dalam bentuk fisik, namun 
juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Se-
luruh parlemen di dunia menurutnya harus men-
dorong lebih besar pengakuan kepada Palestina.

"Kita juga harus mendorong penyelesaian 
konflik secara damai melalui solusi dua-negara," 
katanya.

Wacana relokasi warga Gaza sebelumnya 
disampaikan Presiden Prabowo Subianto. 
Prabowo menegaskan rencana evakuasi 1.000 
warga Palestina di Gaza bagi mereka yang ter-
luka akibat serangan militer Israel ke Indonesia, 
bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari 
rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu 
hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza 
kembali stabil, para penyintas perang yang 
dievakuasi nantinya akan dipulangkan kembali ke 
Palestina.

"Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu," 
kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya 
Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat 
(11/4), melansir Antara.(cnni/js)

99/Pdt.G/2025/PN Skt yang digelar di Pengadi-
lan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (14/5).

Mediasi ketiga ini dipimpin oleh oleh mediator 
non-hakim seorang guru besar Universitas Sebelas 
Maret (UNS), Prof. Adi Sulistyono. Taufiq selaku 
penggugat absen karena sedang mengajar di salah 
satu universitas di Semarang.

Jokowi lagi-lagi absen di sidang mediasi yang 
ketiga ini. Ia diwakili kuasa hukumnya, YB Irpan. 
Selain Jokowi, Rektor UGM, Ova Emilia berh-
alangan hadir. Sedangkan tergugat lainnya, KPU 
Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dihadiri oleh 
prinsipal masing-masing.

YB Irpan menegaskan pihaknya tidak akan 
memenuhi permintaan Taufiq, yaitu agar Jokowi 
menunjukkan ijazahnya kepada publik.

"Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Ter-
gugat 1 (Jokowi) melalui kuasa hukumnya telah 

menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa 
melalui mediasi dinyatakan deadlock," kata YB 
Irpan usai sidang.

Ia memastikan kliennya tidak akan menempuh 
jalan damai dalam menghadapi gugatan Taufiq.

"Tergugat Satu (Jokowi) sudah menutup pintu 
untuk damai. Karena kami punya keyakinan atas 
keabsahan ijazah Pak Jokowi," kata dia.

Menurutnya, keaslian ijazah Jokowi sudah 
dipastikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) 
dan SMA Negeri 6 Surakarta.

"Itu sudah cukup. tidak perlu adanya uji labo-
ratorium seperti opini yang selama ini dibangun 
oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu 
dilakukan uji lab," kata dia.

Dengan buntunya mediasi tersebut, YB Irpan 
memastikan pihaknya tidak akan menghadiri 
mediasi selanjutnya. Mereka menginginkan agar 
perkara ijazah ini dilanjutkan dengan proses persi-
dangan oleh hakim.

"Karena kami sama sekali tidak akan pernah 

mau memenuhi, kami akan beri kesempatan dalam 
persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya 
penggugat leluasa membuktikan dalih gugatannya 
bahwa ijazah Pak Jokowi palsu," kata dia.

Irpan menambahkan mediasi keempat yang di-
gelar Rabu (21/5) pekan depan tetap akan digelar 
tanpa pihak Jokowi.

"Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4 (KPU 
Surakarta, SMAN 6 Surakarta, dan UGM) masih 
diminta kehadirannya karena masih ada hal-hal 
yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama 
dengan penggugat dan mediator," kata Irpan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Taufiq, Andika 
Dian Prasetya mengatakan kliennya masih mem-
buka diri untuk kompromi. Hanya saja pihaknya 
tetap mengajukan sejumlah syarat yang dianggap 
penting.

"Tapi kalau dari Pak Jokowi dari kemarin 
sudah bilang kalau deadlock, dan ingin segera 
melanjutkan (persidangan pokok perkara)," kata 
dia.(cnni/js)

Widodo (Jokowi).
Identitas penggugat dalam hal ini adalah Komar-

din, seorang advokat yang berdomisili di Makassar, 
Sulawesi Selatan.

Saat dikonfirmasi, Komardin mengaku gugatan 
dilayangkan dengan dasar penilaiannya bahwa 
UGM selama ini tak memberikan informasi perihal 
ijazah hingga skripsi Jokowi berdasarkan ketentuan 
undang-undang.

"Jadi sekarang ini kan skripsi palsu lah, ijazah 
palsu lah, sekarang supaya tidak menjadi gaduh di 
negara ini ya kita buktikan lewat pengadilan, akibat 
negara ini menjadi gaduh, ini kan nilai rupiah kita 
anjlok, kalau ini anjlok semua sektor rusak," kata 
Komardin saat dihubungi, Rabu (14/5).

Komardin mengaku dirinya tak ada urusan 
dengan Jokowi. Baginya, UGM-lah yang harus 
bertanggung jawab mengembalikan kondusifitas 
atas timbulnya kegaduhan di tengah publik hingga 
memicu anjloknya nilai tukar Rupiah.

"Makanya saya tuntut itu UGM kerugian 
materiil itu ada Rp69 triliun, kerugian imateriil itu 
Rp1.000 triliun," ucapnya.

"Dibayar ke negara bukan kepada saya," sam-
bungnya menegaskan.

Nominal kerugian itu Komardin dasarkan pada 
kalkulasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS 
(USD) yang dua tahun lalu masih Rp15.500 per 

dolar AS dan kini telah menyentuh Rp16.700 per 
dolar AS.

Dia bilang, pelemahan nilai tukar rupiah terha-
dap dolar AS berpotensi membuat cicilan utang In-
donesia membengkak. Sementara total utang yang 
akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 
triliun.

"Utang kita bayar dibayar akhir tahun itu sekitar 
Rp800,33 triliun, dengan asumsi dolar Rp15.500, 
yang sekarang sudah Rp16 ribu, artinya ada tamba-
han makanya anggaran dipotong semua dialihkan 
ke situ. Nah kalau ini tidak diselesaikan cepat ini 
nilai dolar terhadap rupiah bisa Rp20 ribu, kalau 
sudah Rp20 ribu, itu negara kolaps itu," urainya.

Komardin turut mempertanyakan kredibili-
tas UGM dari aspek pengadministrasian berkas 
menyangkut ijazah dan skripsi Jokowi ini. Kata dia, 
bukan tak mungkin peringkat Kampus Biru sebagai 
salah satu universitas terbaik anjlok karena ini.

Dalam gugatannya ke PN Sleman, Komardin 
mencantumkan rektor, empat wakil rektor, dekan 
juga kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan 
sebagai para tergugat.

Selain itu ada pula sosok Kasmudjo dalam 
deretan pihak tergugat. Kasmudjo diketahui meru-
pakan dosen pembimbing akademik Jokowi semasa 
kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

Komardin berujar, dirinya turut menggugat Kas-
mudjo sebagai upaya permintaan klarifikasi atas 
segala bola liar yang ditimbulkan.

"Kita istilahnya klarifikasi lah," ucapnya.
Sebelumnya, Rektor UGM, Ova Emilia digugat 

ke Pengadilan Negeri Sleman, DIY, terkait izajah 
sarjana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias 
Jokowi.

Ova tak sendirian. Ia menjadi tergugat bersama 
empat wakil rektor (warek), serta dekan juga kepala 
Perpustakaan Fakultas Kehutanan dan seorang 
lagi dosen pembimbing akademik Jokowi, yakni 
Kasmudjo.

Mereka digugat dengan tudingan perbuatan 
melawan hukum. Nomor perkara teregister 106/
Pdt.G/2025/Pn Smn ditetapkan sejak 5 Mei 2025. 
Pengguggat dalam hal ini atas nama Komardin.

Juru Bicara PN Sleman Cahyono tak menampik 
gugatan dilayangkan masih terkait polemik ijazah 
sarjana Fakultas Kehutanan Jokowi yang dikeluar-
kan oleh UGM.

"Benar, ada gugatan itu soal itu dan kebetulan 
saya ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakimnya," 
kata Cahyono saat dihubungi, Jumat (9/5).

"Yang mengajukan gugatan IR Komardin 
sendiri, ini Law Firm alamat di Makassar. Pokok 
gugatan berkaitan melawan hukum," sambungnya.

Terpisah, Sekretaris Universitas UGM Andi 
Sandi Antonius mengaku belum melihat detail 
gugatan maupun latar belakang penggugat ini. 
Pihaknya akan mempelajari keduanya.

"Tapi intinya kami siap patuh pada ketentuan," 
ujar Andi Sandi, Jumat (9/5).(cnni/js)

terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun pen-
jara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di 
Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (14/5).

Berdasarkan putusan di tingkat kasasi, 
selain hukuman penjara selama 12 tahun, SYL 
dihukum membayar denda sejumlah Rp500 
juta subsider empat bulan kurungan ditambah 
uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan 

US$30 ribu subsider lima tahun penjara.
Budi menambahkan hingga saat ini KPK 

masih terus menerima beberapa pembayaran 
sebagian dari denda ataupun uang pengganti 
pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang 
belum dilakukan perampasan atau belum bisa 
dilakukan perampasan oleh KPK karena masih 
dibutuhkan dalam proses penanganan perkara 
lainnya, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU)," kata Budi.
Penyidik KPK sampai saat ini masih me-

lengkapi berkas perkara TPPU SYL sebelum 
dibawa ke persidangan untuk diuji. Sejumlah 
saksi telah dilakukan pemeriksaan dan be-
berapa tempat diduga terkait perkara sudah 
digeledah.

Penyidik menaruh fokus untuk menelusuri 
aliran uang dalam rangka menyelamatkan aset 
hasil tindak pidana korupsi.(cnni/js)

kata AHA, ditemui wartawan di Mapol-
da Sumut, Medan, Rabu (14/5/2025). IL 
adalah orang tua NA (18), yang sebelumn-
ya melaporkan AHA di Polda Sumut atas 
sangkaan pencabulan terhadap anaknya. 

"IL," imbuh AHA, "telah melaku-
kan pencemaran nama baik serta berita 
bohong yang disampaikannya di sejum-
lah media online yang narasinya meng-
hancurkan hidup saya. Semua itu berita 
bohong yang luar biasa."  AHA terus 
bercerita. 

Kebohongan pertama, jelas AHA, dia 
dituding merayu NA dan menawarkan 
kitab kuning, bahkan masuk ke kos NA 

Kebohongan lainnya, mengajak makan 
malam NA bersama istrinya AHA.

"Itu sama sekali tidak benar. Mustahil 
saya lakukan, apalagi dengan sekongkol 
bersama istri saya," imbuh AHA lagi. 

"Yang lebih menyakitkan lagi, saya 
dituduh mencekoki minuman yang saya 
sudah obat bius. Ini merupakan fitnah 
yang keji. Fitnah ini telah merusak hidup 
dan semua pekerjaan saya," tandas AHA. 

Atas laporan pihaknya, kuasa hukum 
AHA, Bayu Nanda, SH., M.Kn., berharap 
penyidik Polda Sumut segera memeriksa 
IL serta semua pihak yang terlibat dalam 
aksi pencemaran nama baik AHA.

Laporan AHA terhadap IL  dike-
tahui teregistrasi bernomor STTLP/
B/730/V/2025/SPKT/Polda Sumatera 
Utara. Ribut soal ini mencuat akhir April 
2025 seiring IL melaporkan AHA ke 
Polda Sumut. 

Diketahui, ancaman hukuman bagi 
pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 
28 Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 
2008 adalah pidana penjara paling lama 6 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 
miliar.(A-10)

makanan.
Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordi-

nasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan 
Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, 
Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik 
langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombuds-
man terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April 
lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, ka-
rena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh 
kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir 
detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut 
bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Ope-
rasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum 
program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan ten-
tunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin 
Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot 
politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh 
karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah 
memang bahwa program ini harus running dengan berbagai 
macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah 
dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi 
masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak 
sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterli-
batan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini 
masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi 
masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu 
pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi 
itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, 
saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," 
ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah 
meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermu-
dah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang 
siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara 
ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracu-
nan. (cnni/js)


